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IMuiudkan Galian C Legd,

KajarisetuiuiLQ
dipungut pajaknya karena
Kegratannya masih ilegal,,,
u ngkap Kajari Sucitrawan.

Bupati Mas Sumatri men_
gap.resiasi dukungan Kajari
Sucitrawan, hanya saja kurang
sependapat terbitkan perl
bub. "Kami menginginkan

jll:ililkan perda yang men_

f, , r,i; ;: ::il',!;-'"Tk f"1:
lil1,l3l i"," I i ngkun g-a n rniaup,
anarrsis d.r.T-pqk lingku ngan,
,Y.l:31.1 UPL (upayi pense_
ruaan trngkungan dan- upaya
Pemantauan lingkungdnj,;;

Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Kajari I Nyoman Srlii-"iljKBupati I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Kajari I Nyoman sucitrawan katanya. Draf Perda telah
AMLAPURA, NusaBali bisa dimohnnkrn F)o--^- 9]lit}"t ke Provinsi Bali agail''rvr,.Arux,q,rlusaBali bisa dimohonkan..Dengan mendapatka" J;H,J:l;fi,:| ^ Kajari Amlapura, INyoman . syarat telah diterbitlrrniy, SetelahkantongipersetujuanI Jucltrawan' menvetuiui ad- Peraturan Bupati tentang berranjutdibahasdiDpRD.

I anvaloflegatopinioniqllT 
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Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri dan Kajari I Nyoman Sucitrawan
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liluiudkan Galian C Legd,

KaiarisetujuiI,Q

AMLAPUM, NusaBali

^ KajariAmlapura, I Nyoman
)ucrtrawan, menyetuiui ad_
anya L0 (legal opinioni dalam
situasi diskresi atau mende-
sak agar Bupati Karangasem I
Gusti Ayu Mas Sumatri -menge-

luarkan Peraturan Bupiti
tenta-ng Penataan Lingliun_
gan, Atas dasar hukum itulah

bisa dimohonkan. Dengan
, syarat telah diterbitkannva
Peraturan Bupati tentang
llngKungan .hidup. Lembaga
yang b.erhak mengeluarkan
rzrn galian C ada di provinsi
Bali. Tetapi- kaj ian Iingkungan
hidup masih jadi kewenangan
Ka bu Daten.

Ad-anya rekomendasi dari
Forkopinda Karangasem kelu_

il$n !g,sehinggJ izin galian
L orsa olurus clengan meleng_
kapi kajian lingkungan hidulp
oan Kabupaten yang diatur
Perbup. "sekarang ?"ngan
adanya LO, izin galian C b"isa
diurus asalkan t6rlebih dahulu
diterbitkan perbub tenrang
lingkungan hidup," jelas KajarT
sucrtrawan, Rabu [4/7). Ber_
dasarkan rekomendasi kajian
lingkungan hidup itulah bisa
mengurus izin ke provinsi.
Sehingga aktivitas eilian C di
Desa Sebudi yang beriumlah
13 lokasi jadi lesal din bisa
dipungut pajak. ;Tujuan 

dis-
etujuinya LOagar pajak galian
C di Desa Sebudibiia riasuk
PAD. Selama ini kan tidak bisa

dipungut pajaknya karena
Keglata_nnya masih ilegal,,,
ungkap Kajari Sucitrawan.

Bupati Mas Sumatri men_
gap.resiasi dukungan Kajari
Sucitrawan, hanya Jaja kurang
sependapat terbitkan perl
bub. "Kami menginginkan

diterbitkan perda yang men-
gatur tentang lingk"ungan
!]dup. pi sana meng"arur tata
iill,flliil ti"gkungln h idup,
drratrsts d.a.T-pqk lingkungan,

lr^I:jl,1 UpL (upayi pense-
:]Tl rrngkungan dan upayapemantauan lingkunginj,,,

katanya. Draf perda telah
diajukan ke provinsi Bali agii
mendapatkan rekomendisi.
Setelah kantongi persetujuan
berlanjut dibahas di DpRb.
. . Terpisah, Kepala Badan
LlngRu_ngan Hidup Karangas_
em, I Nyoman Tafi, mengikui
Kanperda tentang lingkun_
gan hidup telah diaiukin ke
Provinsi Bali. Sedanlkan Ke_
p.ala Dinas pUpR (pEkerjaan
ll_Tur dan penataan RuingJ
I Ketut Sedana Mertha enggan
memberikan tanggapan ter-
Kalt penerbitan perda. ,,Tan_

yakan saja ke Badan Lingkun-
gan Hidup," pintanya. Semen_
tara Ketua Komisi Iil DpRD
Karangasem, I Gusti Agung
Dwi Putra, membenaikai
te.lah disetujuinya adanya LO."Tinggal Bupati Karangasem
menerbitkan perbup,-maka
izin galian C bisa dip.oses.
dan berizin. perbub itu hanya
dikons]_ltasikan saja ke pimpi-
nan DPRD, beda deneah Rjn-
peLd3 ne.rly pembaha-san agar
iadi Perda," jelas Gusti Agung
Dwi Putra. * k16

galian ilegal yang selama ini
b_eroperasi di Desa Sebudi,
Kecamatan Selat bisa mengu-
rus izin. Bupati Mas Sumatri
merespon dukungan Kajari
Sucitriwan. Hanyi J;" p".-
aturan yang diinginkan' ddlam
bentuk Perda sehingqa oerlug gntu I r.g{3 

_seltti ngg"' pe rl u
dibahas di DPRD.

Belum lama ini Forum Ko-
munikasi Pimpinan Daerah
dipimpin Bupati Mas Sumatri
menggelar pertemuan mem-
bahas LO teisebut. Mengrngat
di Perda Provinsi Bali fro1O
tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah provinsi
Bali tidak mengatur keting-
gian tempat aktivitas galian
C, maka izin penamban[an di
Desa Sebudi dan sekitarnva
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.lengkap di Ruing
Praja Mandala, Kantor AupatT

.nlY 
nek,q is lg nin (2 / 7 ). Rapatyang dihadiri Sekda Gede

Putu.W.inastra, para Asrsren,
rrar Ahli dan seluruh Kepala

felangkar Daerah lXlOj ini
untuk mengevaluasi serapan
anggaran tahun 201g yang
sangat rendah.
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Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
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Edisi

Hal
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Giliran Peralihan
ParkirDiungkit

Dituding Tanpa
Dasar Hukum,
Dinas Sebut
Ada di Sekda

NEGARA - Setelah pungutan
retribusi pasar Melaya yang
dicurigai menyalahi kewenan-

' gan, gili*an-retribusi parkir
yang juga dicurigai bermas-
alah. Penyebabnya, peralihan
kewenangan dari perusahaan
daerah kepada organisasi
perangkat daerah (OPD) ter-
kait belum disertai dengan
aturanyang baru sebagai dasar
hukum pungutan parkir.
Hal tersebut disampaikan

Ketut Sujana dari forum
transparansi masyarakat

Jembrana. Menurutnya,
masalah retribusi parkir ini
sama persis dengan yang
terjadi pada pasar. Yakni
belum adanya dasar hukum
peralihan kewenangan,
sehingga pungutan apapun
yang dilakukan termasuk
ilegal. Dinas perhubungan,
kelautan dan perikanan
yang saat ini berwenang
memungut parkir tidak
sah karena tidak memiliki
kewenangan. "Kalau tidak
ada dasar hukum, bisa masuk
pungutan liar," terangnya,
kemarin (3/7).
Dijelaskan, dalam pasal

2l Perda No. 20 Tahun
2006 Tentang Pendirian
Perusahaan Daerah, yang

diperbaharui degan Perda
No. l7 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Perda No.
20 Tahun 2006. Unit usaha
Perusda terdiri dari retribusi
unit pasar, unit parkir dan
sumbangan pihak ketiga
dan unit terminal. "Perda
ini belum dicabrrt, jadi yang
memiliki kewenangan masih
perusdai' jelasnya.

Karena itu, dewan didorong
untuk menggunakan haknya
melakukan penyelidikan atas
masalah pasar dan parkir
ini. Namun yang terjadi, pria
yang biasa disapa Cong ini
mencurigai DPRD Jembrana
tutup mata dengan masalah
ini. Artinya, fungsi pengawasan
legislatif di Jembrana tidak

berfungsi maksimal.
Bahkan, Cong menduga

dewan Jembrana sengaja
mendorong ekskutif
melakukan kesalahan dengan
,tidak mendorong membuat
payung hukum ketika ada
peralihan kewenangan dari
perusda untuk OPD.
Terpisah, Kepala Dinas

Perhubungan, Kelautan
dan Perikanan I Made Dwi
Arimbawa selaku OpD yang
mengambil alih parkii dari
perusda membenarkan bahwa
hingga saat ini memang
belum ada pencabutan
perda tentang perusda dan
belum ada payung hukum
mengenai pengelolaan parkir.
"Masalahnya saya selaku

pengguna dalam hal ini dinas
hanya menerima pelimpahan,
Cuma soal dasar hukum ada
di sekretariat daerah (sekda)i,
jelasnya.

Iadi, OPD selaku pengguna
nanti sepenuhnya. Kalau
memang ada asar hukum,
perda atau peraturan bupati
memang perlu dicabut dulu
perda sebelumnya. pihaknya
sampai saat ini belum
terima apapun mengenai
pengalihan, hanya ada surat
dari perusda bahwa tenaga
sekang dialihkan ke dinas.
"Saya pun tida( pernah
minta surat ini. Kami di dinas
kemudian membuatkan SK
tenaga kontrak yang dialihkani,
terangnya.(bas/han)
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DewanSar Dihib
* Saham Pemprov Bali di PT Mergantaka Mandala

anuntuk

Pemprov Bali
memiliki investasi

saham di PT
Mergantaka MandAla

sebesar Rp 5,48
miliar. Saham itu
disertakan pada

tahun 2005, dalam
usaha Rumah

Potong Hewan.

DENPASAR,NusaBali
Kepemilikan saham Pemprov

Bali di PT Mergantaka Manda-
la yang menjadi temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) kare-
na pengeloladnnya belum maksi-
mal, DPRD Bali menyarankan
supaya saham tersebut dihibahkan
saja kepada Pemkab Gianyar.

Ketua Pansus Raperda Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DPRD Bali, Gede Kusumaputra, di
Gedung DPRD Bali, Senin (2/7)
mengatakan, tindaklanjut BPK ha-
rus dilaksanakan segera mungkin.

Salah satu solusinya adalah
masalah temuan BPK terhadap
saham Pemprov Bali di PT Mergan-
taka Mandala harus dihibahkan.
"Temuan BPK itu harirs ditinda-
klanjuti dalam batas,waktu 60
hari, Pemprov Bali berencana
melakukan likuidasi saham terse-
but. Menurut kami di legislatif ya
sebaiknya dihibahkan saja kepada
Pemkab Gianyar. Ini kan kerjasama
Pusat, Pemprov Bali dan Kabu-
paten Gianyar. Kalau tidak maksi-
mal hasilnya ya serahkan kepada
Pemkab GianyaS'ujar politisi PDI
Perjuangan -asal dapil Buleleng ini.

Menurut Kusumaputra, lang-
kah yang direncanakan yakni
dilakukan hibah kepada Pemkab
Gianyar adalah paling efektif dan
mudah dan sederhana bagi Pem-
prov Bali. Apalagi Pemkab Gianyar
sendiri sudah dicek kesiapan-
nya. "Pemkab Gianyar sudah siap
menerima hibah itu. Kami sepakat
sepanjang semuanya diselesaikan

logika. "Duit ada, lahan ada, yang
terlibat pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten. Secara logika
harusnya tidak ada masalah," uiar
Kusumaputra.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD
Bali Nyoman Sugawa Korry se-
cara terpisah mengatakan, pi-
haknya mendukung penuh lang-
kah Pemprov Bali dan DPRD
Bali. Sebelum ada langkah harus
dilakukan pembahasan dengan
komisi terkait. "Kami akan men-
dukung ketika hal tersebut diba-
has dengan komisi terkait di
DPRD Bali. Semuanya harus ses-
uai dengan NSPK (Norma Prose-
dur, Standar, Kriteria). Nanti
ketika sudah pembahasan di
dewan hasilnya harus disampai-
kan dalam bentuk rekomendasi
kepada pimpinan DPRD Bali,"
ujar politisi senior Partai Golkar
Bali ini.

Atas keinginan DPRD Bali su-
paya saham Pemprov Bali di PT
Mergantaka Mandala dilakukan
penghibahan kepada Pemkab
Gianya[ Karo Humas dan Protokol
Setda Provinsi Bali Dewa Gede

dulu semuanya, harus clear dan
deal," tegas anggota Komisi II
DPRD Bali yang sudah 3 periode
duduk di DPRD Bali ini.

Saat ini Pemprov Bali memiliki
investasi saham di PT Mergantaka
Mandala sebesar Rp 5,48 miliar.
Saham itu disertakan pada tahun
2005, dalam usaha Rumah Potong
Hewan. "Saham itu cukup besar
ketika zamannya. Kalau sekarang
mungkin sudah menyusut nilain-
ya," tegas Kusumaputra.

Kedepannya, dalam meny-
ertakan saham, Pemprov Bali
diminta hati-hati dan melakukan
kajian dengan matang, sehingga
kejadian ini tidak terulang. "Pem-
prov Bali harus lebih selelctif, dan
terencana dengan matang dalam
berinvestasi. Persoalan saham di
PT Mergantaka ini kan bukti tidak
beresnya perencanaan. Saya bukan
menyalahkan pemerintah sihj' uiar
Kusumaputra.

Kusumaputra melihat ada yang
ganjil dalam pengelolaan saham
Pemprov Bali di PT Mergantaka.
Padahal semua faktor untuk pe-
nyertaan iju slmulnVa masuk

Mahendra Putra mengatakan,
apa yang menjadi pembahasan
di DPRD Bali tentang penyer-
taan modal PT Mergantaka akan
dibahas dengan eksekutif dulu.
"Nanti kita lihat, apa yang menjadi
pembahasan di dewan tentu akan
dibahas bersama-sama sebelum
ada keputusan. Kalau sudah ada
keputusan akan disampaikan ke-
pada media," ujar DeWa Mahendra.

Sebelumnya BPK temukan
penyertaan saham Pemprov Bali
di PT Mergantaka Mandala belum
maksi mal-sehingga direkomenda-
sikan kepada Pemprov Bali untuk
menindaklanjuti. Hasil audit BPK
itu disampaikan BPK RI disidang
paripurna DPRD Bali belum lama
ini. Nah atas kondisi itu Guber-
nur Bali Made Mangku Pastika
memikirkan solusinya. Gubernur
Pastika mengatakan solusinya
penyertaan modal di PT Mergan-
taka Mandala harus dievaluasi.
"Ya solusinya bagi saya harus di-
lakukan likuidasi. Usahanya ada
di Kabupaten Gianyar. BukannYa
tidak jalan lagi. Tapi mangkrak"
ujar Gubernur Pastika. 16 nat


